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Abstract

This research is motivated by the operational time structures of both society and the
state, which have yet to fully incorporate human biological rhythms into their
frameworks. It aims to analyze the urgency of integrating circadian rhythms into the
engineering of constitutional law, alongside evaluating the relevance of the "Indonesia
Alexandrite” concept from the perspective of Siyasah Idariyyah (Islamic
administrative politics). The study employs a normative legal research methodology
characterized by a descriptive-analytical approach. Its framework encompasses
statutory, conceptual, and interdisciplinary approaches, effectively integrating
constitutional law, chronobiology, and fiqgh siyasah. Data were gathered through
comprehensive literature reviews of primary and secondary legal materials. The
validity of these materials was established through source triangulation, which
involved comparing and verifying the consistency of information across various
relevant and credible academic literatures. Subsequently, the legal materials were
subjected to qualitative analysis through systematic identification, classification,
interpretation, and deductive reasoning, grounded in the intersections of legal norms,
the concept of circadian rhythms, and the principles of Siyasah Idariyyah. The findings
indicate that circadian rhythms hold significant urgency as a scientific basis for
formulating state operational policies that are fundamentally more responsive to
human physiological needs. Furthermore, the Indonesia Alexandrite concept proposes
a structured operational model delineated into phases of spirituality and ethics (adab),
intellect and vitality, psychomotor productivity, as well as citizen and family
sovereignty. Viewed through the lens of Siydasah Idariyyah, this concept is highly
congruent with the core principles of trust (amanah), justice, administrative efficacy,
harm prevention, the preservation of intellect (hifdz al-'aql), and the promotion of
public interest (al-maslahah al-'ammah).

Keywords: Circadian Rhythm; Constitutional Law Engineering; Indonesia
Alexandrite; Siyasah Idariyyah.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh struktur waktu operasional masyarakat dan
negara yang belum sepenuhnya mempertimbangkan ritme biologis manusia.
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Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi ritme sirkadian dalam rekayasa hukum
tata negara serta relevansi konsep Indonesia Alexandrite dalam perspektif Siyasah
Idariyyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat
deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan interdisipliner dengan mengintegrasikan hukum tata negara,
kronobiologi, dan fiqh siyasah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan keabsahan bahan hukum dilakukan
melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dan memeriksa kesesuaian
informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dan kredibel. Bahan hukum
kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses identifikasi, klasifikasi,
interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara norma
hukum, konsep ritme sirkadian, dan prinsip Siyasah Idariyyah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ritme sirkadian memiliki urgensi sebagai pertimbangan ilmiah
dalam pembentukan kebijakan operasional negara yang lebih responsif terhadap
kebutuhan manusia. Konsep Indonesia Alexandrite menawarkan pengaturan
operasional berdasarkan fase spiritual dan adab, intelektual dan vitalitas,
produktivitas psikomotorik, serta kedaulatan warga dan keluarga. Dalam perspektif
Siyasah Idariyyah, konsep tersebut sejalan dengan prinsip amanah, keadilan,
efektivitas administrasi, pencegahan kemudaratan, hifdz al-'aql, dan al-maslahah al-
‘ammabh.

Kata Kunci: Ritme Sirkadian; Rekayasa Hukum Tata Negara; Indonesia Alexandrite;
Siyasah Idariyyah

Received: Revised: Accepted: Published:
September, 8 2026 | October, 10 2026 | October, 15 2026 October, 31 2026

A. Pendahuluan

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk hidup
sejahtera dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan tersebut
menunjukkan bahwa penyelenggaraan kehidupan publik seharusnya
memperhatikan kondisi manusia secara menyeluruh, termasuk aspek kesehatan,
produktivitas, dan keseimbangan kehidupan. Namun, pola pengaturan aktivitas
masyarakat dan operasional publik di Indonesia masih cenderung menggunakan
pembagian waktu yang bersifat konvensional dan seragam tanpa
mempertimbangkan perbedaan kebutuhan biologis manusia. Kondisi tersebut
berpotensi menimbulkan kelelahan, gangguan konsentrasi, berkurangnya waktu
pemulihan, serta ketidakseimbangan antara aktivitas produktif dan kehidupan
keluarga. Persoalan tersebut semakin relevan ketika masyarakat menghadapi
tekanan pendidikan, pekerjaan, mobilitas perkotaan, dan penggunaan teknologi
digital yang berlangsung hampir sepanjang hari. Hal tersebut terlihat dari dari
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stagnasi skor PISA (Programme for International Student Assessment) yang di
selenggarakan oleh OECD (Organization for Economic Co-operation and
Development) terhadap pelajar Indonesia (Oecd, 2023) , lonjakan riset yang
dilakukan WHO (World Healt Organization) terkait stres Generasi Z (World Health
Organization, 2022), serta kelelahan mental (mental fatigue) akibat kemacetan
urban melalui data (TomTom Traffic Index). Dengan demikian, terdapat persoalan
antara kebutuhan biologis manusia dengan struktur waktu aktivitas publik yang
selama ini diterapkan, sehingga diperlukan pemikiran mengenai rekayasa tata
kelola yang lebih sesuai dengan karakteristik manusia

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengaturan aktivitas berdasarkan
ritme biologis memiliki keterkaitan dengan kesehatan dan kemampuan manusia
dalam menjalankan aktivitas. Penelitian Indra Firmanuddin dan Roto (2026)
menunjukkan bahwa gangguan ritme sirkadian pada pekerja shift berkaitan dengan
peningkatan risiko gangguan kesehatan, penurunan kewaspadaan, dan penurunan
kinerja kognitif (Firmanuddin & Roto, 2026). Sementara itu, penelitian Nur Laili
Luthfiyyah dan Muhammad Arwani Rofi’i (2025) mengkaji keterkaitan siklus malam
dan siang dalam Al-Qur’an dengan kebutuhan biologis manusia, dengan malam
sebagai waktu istirahat dan siang sebagai waktu beraktivitas (Luthfiyyah & Rofi’i,
2025). Kedua penelitian tersebut memberikan dasar bahwa pengaturan waktu
memiliki hubungan dengan kondisi biologis dan kehidupan manusia. Namun,
penelitian sebelumnya masih terbatas pada perspektif kesehatan, kronobiologi, dan
kajian tafsir. Belum banyak penelitian yang mengembangkan ritme sirkadian
sebagai dasar rekayasa hukum tata negara, khususnya dalam merancang struktur
operasional publik yang terintegrasi dengan prinsip Siyasah Idariyah. Kesenjangan
tersebut menjadi ruang kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi
rekayasa hukum tata negara berbasis ritme sirkadian dalam pengaturan aktivitas
dan operasional publik di Indonesia. Penelitian diarahkan untuk mengkaji
bagaimana struktur waktu dalam kehidupan masyarakat dapat dirancang dengan
mempertimbangkan kebutuhan biologis manusia sekaligus tetap memperhatikan
tuntutan produktivitas, pelayanan publik, pendidikan, kehidupan sosial, dan
keluarga. Gagasan tersebut diwujudkan melalui konsep Indonesia Alexandrite, yaitu
gagasan pembagian aktivitas masyarakat ke dalam beberapa fase yang disesuaikan
dengan karakteristik waktu dan kebutuhan manusia. Fase tersebut meliputi
pembentukan spiritual dan adab, pengembangan intelektual dan vitalitas,
produktivitas, serta pemulihan dan kehidupan keluarga. Selanjutnya, konsep
tersebut dianalisis menggunakan perspektif Siyasah Idariyah untuk melihat
kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, amanah, keadilan, efektivitas, dan
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tanggung jawab pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya melihat waktu sebagai persoalan teknis, tetapi
sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan dan kemaslahatan publik

Secara argumentatif, penelitian ini berangkat dari dugaan bahwa struktur
operasional publik yang mempertimbangkan ritme sirkadian berpotensi
menciptakan tata kelola kehidupan yang lebih manusiawi, produktif, dan
berorientasi pada kemaslahatan. Konsep Indonesia Alexandrite dipandang dapat
menjadi alternatif rekayasa operasional melalui pembagian waktu yang
memberikan ruang proporsional bagi aktivitas spiritual, pembelajaran, pekerjaan,
pemulihan, dan kehidupan keluarga. Dalam perspektif Siyasah Idariyah, pengaturan
tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan administratif yang tidak hanya
mengejar efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan
masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pemerintahan. Penyesuaian struktur
waktu juga berpotensi mengurangi ketidakseimbangan antara aktivitas produktif
dan waktu pemulihan, sekaligus memperkuat interaksi keluarga dan kualitas
kehidupan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berargumentasi bahwa integrasi
hukum tata negara, kronobiologi, dan Siyasah Idariyah dapat menghasilkan
perspektif baru dalam merumuskan tata kelola operasional publik yang lebih
adaptif terhadap kebutuhan biologis manusia dan tujuan kemaslahatan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi ritme sirkadian dalam rekayasa
hukum tata negara serta relevansi konsep Indonesia Alexandrite dalam perspektif
Siyasah Idariyyah

B. Metode Penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif
dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek
penelitian berfokus pada pengkajian norma, asas, konsep, dan prinsip hukum yang
berkaitan dengan pengaturan struktur operasional negara berbasis ritme sirkadian.
Penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur penerapan suatu kebijakan secara
empiris, melainkan untuk menganalisis konstruksi hukum dan relevansi ritme
sirkadian sebagai salah satu pertimbangan dalam pembentukan struktur
operasional publik serta mengonstruksikannya melalui konsep Indonesia
Alexandrite dalam perspektif Siyasah Idariyyah.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan
interdisipliner (interdisciplinary approach). Pendekatan perundang-undangan
digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar konstitusional serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak masyarakat,
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penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, ketenagakerjaan, kesehatan, dan
kesejahteraan. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab aspek yuridis mengenai
kedudukan dan kemungkinan pengaturan struktur operasional publik dalam
kerangka hukum tata negara. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji
konsep rekayasa hukum tata negara, ritme sirkadian, Indonesia Alexandrite, serta
prinsip-prinsip Siyasah Idariyyah. Pendekatan ini digunakan untuk membangun
argumentasi konseptual mengenai struktur waktu operasional yang lebih adaptif
terhadap kebutuhan manusia. Adapun pendekatan interdisipliner digunakan untuk
menghubungkan perspektif hukum tata negara dengan kajian kronobiologi dan
Siyasah Idariyyah, sehingga analisis tidak hanya bertumpu pada aspek normatif,
tetapi juga mempertimbangkan dasar ilmiah mengenai ritme biologis manusia dan
orientasi kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang
relevan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan, pelayanan  publik,
ketenagakerjaan, perlindungan hak masyarakat, kesehatan, dan kesejahteraan.
Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, artikel
akademik, dan literatur yang membahas hukum tata negara, rekayasa hukum, ritme
sirkadian, kronobiologi, kesehatan dan produktivitas manusia, administrasi
pemerintahan, serta Siyasah Idariyyah. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan
beberapa kriteria, yaitu relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas dan otoritas
sumber, keterbaruan publikasi, serta kesesuaian bahasa publikasi dengan
kebutuhan penelitian. Literatur ilmiah yang digunakan diprioritaskan pada
publikasi terbaru, terutama penelitian dalam rentang lima sampai tujuh tahun
terakhir, sedangkan literatur yang lebih lama tetap digunakan apabila memiliki
kedudukan teoritis atau konseptual yang relevan dan masih menjadi rujukan utama
dalam pembahasan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan
(library research). Pengumpulan dilakukan secara sistematis melalui tahap
identifikasi, inventarisasi, seleksi, pembacaan, pencatatan, dan penelaahan bahan
hukum serta literatur yang relevan. Pada tahap identifikasi, peneliti menentukan
kata kunci dan tema yang berkaitan dengan hukum tata negara, struktur
operasional negara, ritme sirkadian, kronobiologi, Indonesia Alexandrite, dan
Siyasah Idariyyah. Tahap inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan
hukum primer dan literatur sekunder yang sesuai dengan fokus penelitian.
Selanjutnya, bahan yang terkumpul diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas,
keterbaruan, dan kesesuaian substansi. Bahan yang telah memenuhi kriteria
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kemudian dibaca dan dicatat bagian-bagian yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian. Instrumen pengumpulan bahan berupa lembar atau matriks
dokumentasi yang digunakan untuk mencatat identitas sumber, substansi yang
relevan, konsep atau norma yang ditemukan, serta keterkaitannya dengan fokus
penelitian.

Keabsahan bahan hukum dilakukan melalui verifikasi sumber dan triangulasi
sumber. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara norma yang
terdapat dalam bahan hukum primer dengan argumentasi dan temuan yang
dikemukakan dalam bahan hukum sekunder. Triangulasi sumber dilakukan dengan
membandingkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dan kredibel, baik
berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian, maupun
literatur akademik. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa
argumentasi yang digunakan tidak hanya bertumpu pada satu sumber serta
memiliki kesesuaian dengan norma hukum dan literatur ilmiah yang digunakan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-
analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, bahan hukum yang
telah diverifikasi diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu dasar hukum pengaturan
operasional publik, konsep ritme sirkadian, rekayasa hukum tata negara, konstruksi
Indonesia Alexandrite, dan prinsip Siyasah Idariyyah. Kedua, bahan hukum yang
telah diklasifikasikan diinterpretasikan dengan mengidentifikasi norma, konsep,
asas, dan argumentasi yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Ketiga,
dilakukan analisis hubungan antara norma hukum dengan konsep ritme sirkadian
untuk melihat kedudukan ritme biologis sebagai pertimbangan dalam pembentukan
struktur operasional negara. Keempat, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan
konsep Indonesia Alexandrite dan prinsip Siyasah Idariyyah, khususnya amanabh,
keadilan, efektivitas administrasi, pencegahan kemudaratan, hifdz al-'aql, dan al-
maslahah al-'ammah. Kelima, hasil keseluruhan analisis disintesiskan untuk
merumuskan argumentasi mengenai konstruksi struktur operasional publik
berbasis ritme sirkadian sebagai alternatif tata kelola yang lebih adaptif terhadap
kebutuhan biologis manusia dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat
(Rachman etal., 2021).

C. Hasil dan Pembahasan
1. Urgensi Rekayasa Hukum Tata Negara Berbasis Ritme Sirkadian dalam
Transformasi Waktu Operasional Negara
Rekayasa hukum tata negara pada dasarnya tidak dapat dipahami hanya
sebagai proses pembentukan norma untuk mengatur hubungan antara lembaga
negara dan warga negara. Dalam perkembangan negara modern, hukum juga
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memiliki fungsi transformatif, yaitu sebagai instrumen untuk mengarahkan
perubahan perilaku masyarakat dan struktur penyelenggaraan kehidupan bersama
(Ashibly, 2025). Gagasan law as a tool of social engineering menempatkan hukum
sebagai sarana yang dapat digunakan secara sadar dan terencana untuk mendorong
serta mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang sesuai dengan tujuan
yang hendak dicapai dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya
berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi instrumen pembaruan sosial
(Rasji et al,, 2025). Kajian mengenai pemikiran Roscoe Pound menunjukkan bahwa
hukum memiliki fungsi adaptif dan harus mampu merespons kebutuhan serta
perubahan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, fungsi
rekayasa sosial tersebut relevan untuk mendorong pembentukan hukum yang tidak
berhenti pada kepastian normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial
sebagai dasar efektivitas hukum.

Perspektif tersebut menjadi penting ketika dihadapkan pada persoalan
pengaturan waktu operasional publik. Waktu pendidikan, jam kerja, pelayanan
pemerintahan, aktivitas ekonomi, dan berbagai kegiatan sosial selama ini pada
umumnya dibentuk berdasarkan kebutuhan administratif dan organisatoris.
Pengaturan tersebut cenderung menggunakan ukuran waktu yang seragam bagi
masyarakat tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap kenyataan
bahwa manusia merupakan subjek biologis yang memiliki siklus aktivitas dan
pemulihan. Penelitian ini secara khusus mengkritik pola operasional yang tidak
selaras dengan kondisi biologis manusia dan menawarkan integrasi ritme sirkadian
sebagai dasar dalam penataan waktu operasional negara. Ritme sirkadian dalam
kerangka tersebut dipahami sebagai siklus biologis sekitar 24 jam yang
memengaruhi kondisi fisik, mental, dan perilaku manusia.

Ketidaksesuaian antara waktu operasional yang ditetapkan secara
institusional dan ritme biologis manusia memiliki implikasi yang lebih luas daripada
sekadar persoalan disiplin waktu. Penelitian Indra Firmanuddin dan Roto terhadap
pekerja shift di industri migas menunjukkan bahwa gangguan ritme sirkadian
berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit akibat kerja, penurunan
kewaspadaan, penurunan Kkinerja kognitif, serta meningkatnya kemungkinan
kesalahan dalam bekerja (Firmanuddin & Roto, 2026). Penelitian tersebut bahkan
merekomendasikan desain kerja yang lebih ergonomis dan ramah terhadap ritme
sirkadian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan waktu aktivitas dapat
memengaruhi kualitas manusia dalam menjalankan suatu fungsi. Dengan demikian,
apabila negara mengatur kehidupan publik melalui kebijakan mengenai waktu
pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan, maka dimensi biologis masyarakat secara
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konseptual patut dipertimbangkan sebagai salah satu variabel dalam pembentukan
kebijakan.

Urgensi tersebut semakin kuat apabila hukum diposisikan sebagai instrumen
yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kajian tentang hukum sebagai
rekayasa sosial menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak semata-mata
bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kemampuan hukum untuk
menyesuaikan diri dengan perubahan struktur sosial dan kebutuhan masyarakat
(Firmanuddin & Roto, 2026). Hukum yang tidak memiliki hubungan dengan realitas
sosial berpotensi kehilangan efektivitas dan legitimasi dalam penerapannya. Oleh
sebab itu, rekayasa hukum terhadap waktu operasional negara harus didasarkan
pada penelitian yang memadai mengenai kebutuhan masyarakat, karakter aktivitas
publik, serta konsekuensi biologis dari suatu pola pengaturan waktu. Dengan
pendekatan tersebut, ritme sirkadian tidak dimaksudkan untuk menggantikan
seluruh pertimbangan hukum dan administrasi, melainkan ditempatkan sebagai
dasar pertimbangan empiris dalam membentuk kebijakan yang lebih adaptif.

Dalam bidang pendidikan, pendekatan berbasis ritme sirkadian membuka
ruang untuk mengevaluasi kembali kesesuaian antara waktu pembelajaran dan
tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan bukan sekadar proses memenuhi durasi
belajar yang ditentukan secara administratif, melainkan proses untuk
mengembangkan kemampuan berpikir, konsentrasi, dan pembentukan karakter
peserta didik (Manahim et al., 2025). Apabila hukum dan kebijakan pendidikan
hendak mencapai tujuan substantif tersebut, maka pengaturan waktu kegiatan
pendidikan dapat dievaluasi berdasarkan kebutuhan kognitif peserta didik. Hal
tersebut dilakukan dengan mengembangkan gagasan fase intelektual dan vitalitas
sebagai salah satu bagian dari struktur waktu yang diusulkan dalam konsep
Indonesia Alexandrite. Dalam konsep tersebut, pengaturan waktu diarahkan untuk
membedakan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi, aktivitas fisik, dan
aktivitas pemulihan. Secara hukum, gagasan tersebut dapat diterjemahkan bukan
sebagai kewajiban untuk menyeragamkan seluruh aktivitas pendidikan, tetapi
sebagai dasar untuk membentuk kebijakan yang lebih fleksibel dan berbasis
kebutuhan.

Hal yang sama berlaku terhadap pengaturan waktu kerja. Kebijakan
ketenagakerjaan selama ini pada dasarnya telah mengenal pembatasan jam kerja
dan waktu istirahat sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja. Namun,
perkembangan ilmu mengenai ritme biologis menunjukkan bahwa perlindungan
terhadap manusia tidak hanya berkaitan dengan jumlah jam kerja, tetapi juga dapat
berkaitan dengan distribusi waktu aktivitas dan waktu pemulihan. Hasil penelitian
pada pekerja shift menunjukkan bahwa desinkronisasi ritme biologis merupakan
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faktor penting yang berkaitan dengan risiko kesehatan dan kelelahan. Oleh karena
itu, rekayasa hukum tata negara dan kebijakan publik dapat dikembangkan dengan
mendorong penyusunan regulasi yang memberikan perhatian terhadap pola waktu
kerja, terutama bagi sektor yang memiliki karakteristik operasional berbeda, tanpa
mengabaikan kebutuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat (Niu et al., 2011).

Dalam pelayanan publik, ritme sirkadian juga dapat menjadi dasar untuk
mengembangkan konsep pelayanan yang lebih manusiawi dan efektif. Selama ini,
standar waktu pelayanan umumnya ditentukan berdasarkan jam kerja institusi.
Pendekatan tersebut memang diperlukan untuk menjamin kepastian administrasi,
tetapi belum tentu selalu mencerminkan kebutuhan masyarakat pengguna layanan
maupun kondisi aparatur yang menyelenggarakannya. Rekayasa hukum dalam
konteks ini dapat diarahkan pada pembentukan model pelayanan yang lebih
fleksibel, seperti diferensiasi jam pelayanan berdasarkan jenis layanan, penggunaan
sistem digital untuk mengurangi ketergantungan pada kehadiran fisik, serta
pengaturan waktu kerja aparatur yang tetap menjamin kualitas pelayanan. Dengan
demikian, transformasi waktu operasional tidak harus dimaknai sebagai
pemindahan seluruh jam kerja secara seragam, melainkan sebagai penataan
kembali hubungan antara kebutuhan pelayanan, kemampuan manusia, dan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan.

Kedudukan ritme sirkadian sebagai pertimbangan dalam rekayasa hukum
tata negara juga dapat dihubungkan dengan jaminan konstitusional terhadap
kesejahteraan dan kesehatan. Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta
memperoleh pelayanan kesehatan (Republik Indonesia, 1945). Ketentuan tersebut
dijadikan salah satu dasar argumentasi bahwa negara memiliki kepentingan untuk
membangun tata kelola publik yang memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan
warga negara. Meskipun demikian, hubungan antara hak konstitusional tersebut
dan ritme sirkadian harus dipahami secara proporsional. Pasal 28H ayat (1) tidak
secara eksplisit memerintahkan negara untuk mengatur jam operasional
berdasarkan ritme biologis. Kedudukan ritme sirkadian lebih tepat ditempatkan
sebagai salah satu dasar ilmiah yang dapat digunakan pembentuk kebijakan dalam
memenuhi kewajiban konstitusional untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang
sehat dan sejahtera.

Berdasarkan konstruksi tersebut, perlindungan terhadap kemampuan
kognitif masyarakat juga dapat dipahami sebagai bagian dari orientasi perlindungan
manusia dalam penyelenggaraan negara. Kemampuan untuk berkonsentrasi,
belajar, bekerja, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial
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merupakan aspek penting dalam kehidupan warga negara. Gangguan terhadap
waktu istirahat dan ketidakteraturan pola aktivitas berpotensi memengaruhi
kemampuan tersebut. Penelitian mengenai gangguan ritme sirkadian pada pekerja
menunjukkan adanya hubungan antara desinkronisasi ritme biologis dengan
penurunan kewaspadaan dan kinerja kognitif (Chellappa et al., 2019). Atas dasar itu,
gagasan kedaulatan kognitif dalam penelitian ini dapat dikembangkan sebagai
konsep normatif yang menekankan pentingnya menciptakan kondisi sosial dan
kebijakan publik yang mendukung kemampuan warga negara untuk menjaga dan
menggunakan kapasitas berpikirnya secara optimal. Konsep tersebut merupakan
konstruksi analitis penelitian, bukan terminologi yang secara eksplisit dirumuskan
dalam UUD 1945.

Konsep Indonesia Alexandrite kemudian menjadi bentuk konkret dari
gagasan rekayasa hukum tersebut. Konsep ini membagi struktur operasional ke
dalam beberapa fase yang meliputi fase spiritual dan pembentukan adab, fase
intelektual dan vitalitas, fase produktivitas, serta fase pemulihan dan kehidupan
keluarga (Rifqy et al., 2026). Pembagian tersebut dimaksudkan untuk membedakan
fungsi aktivitas manusia berdasarkan waktu dan kebutuhan aktivitasnya. Dalam
perspektif rekayasa hukum, konsep ini tidak harus dipahami sebagai rancangan
hukum yang langsung dapat diterapkan secara nasional dalam bentuk
penyeragaman jam kehidupan seluruh warga negara. Justru, nilai utama konsep
tersebut terletak pada perubahan paradigma bahwa waktu dalam penyelenggaraan
negara bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan juga persoalan
kebijakan publik yang memiliki dimensi kesehatan, produktivitas, pendidikan,
keluarga, dan kesejahteraan sosial.

Transformasi waktu operasional negara dengan demikian memerlukan
model rekayasa hukum yang bertahap. Tahap pertama adalah melakukan penelitian
empiris mengenai hubungan antara pola waktu operasional dan kualitas aktivitas
masyarakat pada sektor pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan kehidupan
keluarga. Tahap kedua adalah melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur
waktu kerja dan operasional lembaga publik. Tahap ketiga adalah merumuskan
kebijakan adaptif melalui uji coba atau pengaturan yang bersifat sektoral dan
fleksibel. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan
terhadap kesehatan, produktivitas, akses pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan bertahap tersebut sejalan dengan pemikiran hukum sebagai rekayasa
sosial yang menuntut hukum bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, bukan sekadar instrumen pemaksaan perubahan.

Dengan demikian, urgensi rekayasa hukum tata negara berbasis ritme
sirkadian terletak pada kebutuhan untuk memperluas paradigma pembentukan
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kebijakan dari pendekatan yang semata-mata administratif menuju pendekatan
yang lebih berorientasi pada manusia. Ritme sirkadian dapat ditempatkan sebagai
pertimbangan ilmiah dalam pembentukan kebijakan mengenai pendidikan,
pekerjaan, pelayanan publik, dan aktivitas sosial. Kedudukannya bukan sebagai
sumber hukum yang berdiri sendiri dan bukan pula sebagai alasan untuk
menyeragamkan seluruh pola kehidupan masyarakat, melainkan sebagai basis
pengetahuan yang dapat memperkuat rasionalitas kebijakan hukum. Melalui fungsi
hukum sebagai law as a tool of social engineering, negara memiliki ruang untuk
merekayasa struktur operasional publik secara bertahap, berbasis bukti, dan sesuai
kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, transformasi waktu operasional
negara diarahkan bukan sekadar untuk meningkatkan efisiensi institusi, tetapi juga
untuk mendukung kesehatan, kesejahteraan, kemampuan kognitif, dan kualitas
kehidupan warga negara sebagai tujuan substantif dari penyelenggaraan negara.

2. Rekayasa Struktur Operasional Indonesia Alexandrite dalam Perspektif

Siyasah Idariyah

Konsep Indonesia Alexandrite merupakan gagasan rekayasa struktur
operasional masyarakat dan negara yang menempatkan waktu sebagai salah satu
unsur penting dalam penyelenggaraan kehidupan publik dan administrasi
pemerintahan (Pot et al, 2023). Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa
struktur waktu operasional yang berlaku selama ini cenderung dibangun
berdasarkan kebutuhan administratif, ekonomi, dan kebiasaan sosial, tanpa
sepenuhnya memperhatikan ritme biologis manusia. Padahal, manusia memiliki
ritme sirkadian yang memengaruhi tingkat kewaspadaan, konsentrasi, energi,
kemampuan berpikir, produktivitas, serta kebutuhan untuk beristirahat (Cajochen
& Schmidt, 2025). Ketidaksesuaian antara waktu biologis manusia dengan struktur
aktivitas sosial berpotensi menimbulkan kelelahan, penurunan produktivitas,
gangguan konsentrasi, serta berkurangnya kualitas kehidupan keluarga dan sosial.
Dalam konteks tersebut, Indonesia Alexandrite menawarkan rekonstruksi
pembagian waktu operasional yang lebih adaptif terhadap perubahan kapasitas
biologis dan kebutuhan manusia sepanjang hari.

Struktur operasional Indonesia Alexandrite dibagi ke dalam beberapa fase
kehidupan yang memiliki fungsi dan orientasi berbeda (Munnilari et al.,, 2024). Fase
pertama adalah fase spiritual dan pembentukan adab, yaitu periode waktu yang
diarahkan untuk membangun kesiapan mental, spiritualitas, kedisiplinan, serta
kualitas moral individu. Fase ini menempatkan aktivitas spiritual dan reflektif
sebagai bagian dari fondasi kehidupan sosial (Turrohma et al., 2025). Penempatan
dimensi spiritual pada awal struktur aktivitas menunjukkan bahwa pembangunan
masyarakat tidak hanya bertumpu pada produktivitas ekonomi, tetapi juga pada
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pembentukan karakter dan kesadaran moral. Negara dalam perspektif ini tidak
semata-mata dipahami sebagai institusi yang mengatur aktivitas administratif,
melainkan sebagai organisasi publik yang memiliki tanggung jawab menciptakan
kondisi kehidupan yang mendukung pembentukan manusia yang beradab.

Fase kedua adalah fase intelektual dan vitalitas, yaitu periode yang diarahkan
untuk kegiatan pendidikan, pembelajaran, perencanaan, pengambilan keputusan,
dan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi (Valdez, 2019). Secara
konseptual, fase ini didasarkan pada asumsi bahwa terdapat waktu-waktu tertentu
ketika kondisi kewaspadaan dan kemampuan kognitif manusia berada pada tingkat
yang lebih optimal. Struktur operasional negara yang mempertimbangkan kondisi
tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas proses pendidikan, pelayanan
publik, rapat pemerintahan, perumusan kebijakan, dan aktivitas profesional
lainnya. Penyesuaian waktu operasional dengan kapasitas kognitif masyarakat
menjadi penting karena efektivitas suatu aktivitas tidak hanya ditentukan oleh
lamanya waktu bekerja, tetapi juga oleh kualitas kemampuan manusia dalam
menjalankan pekerjaan tersebut.

Fase ketiga adalah fase produktivitas psikomotorik, yaitu periode yang
diperuntukkan bagi pelaksanaan aktivitas kerja, pelayanan publik, kegiatan
ekonomi, serta pekerjaan yang membutuhkan koordinasi fisik dan keterampilan
operasional. Dalam fase ini, struktur waktu diarahkan untuk mencapai
produktivitas yang tinggi tanpa mengabaikan batas kemampuan manusia.
Produktivitas dalam konsep Indonesia Alexandrite tidak dipahami sebagai
kewajiban untuk memperpanjang jam kerja, melainkan sebagai upaya untuk
menempatkan aktivitas pada waktu yang lebih sesuai dengan kesiapan fisik dan
mental individu (Gurubhagavatula et al, 2021). Rekayasa waktu operasional
demikian berpotensi menciptakan sistem kerja yang lebih rasional karena
pencapaian hasil tidak hanya diukur berdasarkan durasi kehadiran, tetapi
berdasarkan efektivitas pelaksanaan tugas.

Fase terakhir adalah fase kedaulatan warga dan keluarga, yaitu periode yang
memberikan ruang lebih besar bagi individu untuk menjalankan kehidupan pribadi,
membangun hubungan keluarga, berinteraksi dengan masyarakat, serta melakukan
pemulihan fisik dan psikologis. Fase ini memiliki arti penting karena sistem
kehidupan modern sering kali menempatkan kebutuhan pekerjaan sebagai pusat
utama aktivitas manusia sehingga waktu untuk keluarga dan kehidupan sosial
menjadi semakin terbatas (Arlinghaus et al., 2019). Indonesia Alexandrite berupaya
mengembalikan keseimbangan tersebut dengan menempatkan keluarga dan
kehidupan warga sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan
nasional. Negara yang baik bukan hanya negara yang mampu meningkatkan
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produktivitas ekonomi, tetapi juga negara yang mampu memberikan ruang bagi
warganya untuk menjalankan kehidupan keluarga secara layak dan bermartabat.

[slam merupakan agama yang bersifat universal dan menyeluruh, serta
memiliki ajaran yang lengkap dengan karakteristik jamalah (keindahan) dan
murinah (fleksibilitas) dalam penerapannya (Jayusman et al., 2022). Salah satu
karakteristik hukum Islam adalah sifatnya yang dinamis, yaitu mampu
menyesuaikan dan berkembang sesuai dengan perubahan situasi, kondisi, serta
kebutuhan masyarakat yang melingkupinya (Jayusman, 2014). Sehingga hukum
islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat (Maimun et al.,
2024). Dalam melihat pengelolaan administrasi dan tata kelola pemerintahan dalam
perspektif Islam dikenal dengan istilah Siydsah Idariyyah. Siyasah Idariyyah
merupakan bagian dari Figh Siyasah. Figh Siyasah dapat diartikan sebagai ilmu yang
mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara
melalui segala bentuk aturan hukum yang ada (Igbal, 2016). Figh Siyasah
merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang membahas mengenai sistem
pemerintahan, hubungan antara penguasa dan masyarakat, serta pelaksanaan
kekuasaan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum (Mustika & Pradikta,
2022). Siyasah Idariyyah secara khusus membahas mengenai pengaturan
administrasi pemerintahan, pengelolaan wurusan publik, pelaksanaan tugas
aparatur, serta tata kelola kewenangan negara agar penyelenggaraan pemerintahan
dapat berjalan secara efektif, tertib, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan
masyarakat (Dzazuli, 2007). Dalam perspektif Siyasah Idariyah, gagasan rekayasa
struktur operasional tersebut dapat dianalisis melalui prinsip amanah. Amanah
dalam administrasi pemerintahan mengandung kewajiban bagi penyelenggara
negara untuk menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab dan berorientasi
pada kepentingan masyarakat (Shofiyah et al., 2024). Waktu operasional lembaga
negara, pelayanan publik, pendidikan, dan kegiatan kerja pada dasarnya merupakan
bagian dari kebijakan administratif yang harus dikelola untuk mencapai tujuan
pelayanan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa pengaturan waktu tidak semata-mata menguntungkan
kepentingan birokrasi, melainkan benar-benar memberikan manfaat bagi
masyarakat. Rekayasa struktur operasional berbasis ritme sirkadian dapat
dipandang sebagai bentuk pengembangan amanah administratif karena negara
berupaya menyesuaikan sistem penyelenggaraannya dengan kebutuhan dasar
manusia.

Prinsip keadilan juga menjadi dasar penting dalam menilai konsep Indonesia
Alexandrite. Pengaturan waktu yang seragam bagi seluruh kelompok masyarakat
belum tentu menghasilkan keadilan substantif. Setiap jenis pekerjaan, kelompok
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usia, kondisi geografis, serta kebutuhan pelayanan memiliki karakteristik yang
berbeda. Penerapan struktur waktu yang terlalu kaku berpotensi menimbulkan
ketidakadilan bagi kelompok tertentu, terutama pekerja dengan sistem Kkerja
bergilir, tenaga pelayanan publik, peserta didik, dan masyarakat yang memiliki pola
aktivitas berbeda. Perspektif Siyasah Idariyah menuntut adanya kebijakan
administratif yang proporsional dan mampu menyesuaikan aturan dengan
kebutuhan nyata masyarakat. Indonesia Alexandrite, dengan demikian, tidak harus
dipahami sebagai penyeragaman jam kehidupan nasional, tetapi sebagai kerangka
untuk menciptakan pengaturan waktu yang lebih fleksibel, proporsional, dan
adaptif.

Aspek  berikutnya adalah efektivitas administrasi. Administrasi
pemerintahan yang efektif tidak hanya berkaitan dengan kecepatan penyelesaian
pekerjaan, tetapi juga dengan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan secara
optimal (Tahir, 2017). Pegawai yang bekerja dalam kondisi kelelahan, kurang tidur,
atau mengalami gangguan konsentrasi berpotensi menghasilkan kualitas pelayanan
yang lebih rendah. Kesalahan administratif, keterlambatan pengambilan keputusan,
rendahnya kreativitas, dan menurunnya kualitas komunikasi dapat menjadi
konsekuensi dari struktur kerja yang tidak memperhatikan kapasitas biologis
manusia. Rekayasa waktu operasional berdasarkan ritme sirkadian dapat
memberikan perspektif baru dalam reformasi birokrasi dengan menempatkan
kondisi manusia sebagai variabel dalam perencanaan administrasi. Pendekatan
tersebut memungkinkan pengaturan jadwal kerja, pendidikan, pelayanan, dan
kegiatan pemerintahan dilakukan secara lebih rasional berdasarkan karakteristik
aktivitas yang dijalankan.

Konsep Indonesia Alexandrite juga sejalan dengan prinsip pencegahan
kemudaratan. Dalam kaidah pemerintahan Islam, kebijakan publik seharusnya
tidak menghasilkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat (Zakki, 2024).
Struktur aktivitas yang mengabaikan kebutuhan istirahat dan keseimbangan hidup
berpotensi menimbulkan kemudaratan dalam bentuk kelelahan berkepanjangan,
penurunan kualitas hubungan keluarga, berkurangnya keselamatan kerja, dan
menurunnya kualitas kesehatan sosial. Pencegahan terhadap dampak tersebut
dapat dilakukan melalui rekayasa kebijakan yang memberikan keseimbangan
antara waktu kerja, waktu belajar, waktu istirahat, dan kehidupan keluarga. Dalam
konteks ini, perubahan struktur operasional bukan hanya merupakan persoalan
teknis mengenai penggeseran jam kerja, melainkan bagian dari upaya preventif
untuk mengurangi risiko sosial yang muncul akibat ketidakseimbangan sistem
kehidupan modern.
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Prinsip hifdz al-'aql atau perlindungan terhadap akal juga memiliki relevansi
yang kuat. Akal merupakan salah satu unsur fundamental yang harus dijaga dalam
pencapaian magqashid al-syari‘ah(Hashim et al, 2022). Kemampuan berpikir
manusia sangat berkaitan dengan kualitas istirahat, stabilitas psikologis,
konsentrasi, dan kondisi fisik. Sistem sosial yang terus-menerus menuntut aktivitas
tanpa memberikan ruang pemulihan dapat mengganggu optimalisasi fungsi
intelektual manusia. Indonesia Alexandrite menawarkan struktur yang secara
konseptual memberikan ruang bagi aktivitas intelektual pada fase tertentu dan
pemulihan pada fase berikutnya. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya
orientasi untuk menjaga keberlangsungan kemampuan berpikir masyarakat. Dalam
penyelenggaraan negara, perlindungan akal tidak hanya diwujudkan melalui
pendidikan, tetapi juga melalui penciptaan sistem kehidupan yang memungkinkan
masyarakat menggunakan kemampuan intelektualnya secara optimal.

Puncak dari keseluruhan analisis tersebut adalah pencapaian kemaslahatan
umum (al-maslahah al-'ammah). Siyasah Idariyah pada hakikatnya memberikan
ruang bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan administratif sepanjang
kebijakan tersebut diarahkan kepada kepentingan masyarakat dan tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Rekayasa struktur operasional
berbasis ritme sirkadian dapat menjadi salah satu bentuk inovasi kebijakan dalam
rangka menciptakan kemaslahatan yang lebih luas. Kemaslahatan tersebut dapat
berupa peningkatan kualitas pelayanan publik, produktivitas kerja yang lebih
efektif, kualitas pendidikan yang lebih baik, pengurangan kelelahan, penguatan
kehidupan keluarga, serta terciptanya keseimbangan antara kebutuhan individu
dan kepentingan negara.

Penerapan konsep Indonesia Alexandrite tetap memerlukan pendekatan
yang bertahap dan berbasis kebutuhan sektoral. Setiap institusi tidak dapat
menerapkan pola waktu yang sama karena karakter pelayanan yang berbeda.
Rumah sakit, aparat keamanan, transportasi, industri, pendidikan, pelayanan
administrasi, dan sektor ekonomi memiliki kebutuhan operasional yang tidak
seragam. Oleh sebab itu, rekayasa struktur operasional harus dilakukan melalui
prinsip diferensiasi administratif. Pemerintah dapat menetapkan kerangka umum
berdasarkan ritme biologis manusia, kemudian memberikan fleksibilitas kepada
sektor tertentu untuk menyesuaikan pola operasional sesuai dengan karakter tugas
dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan
prinsip efektivitas dan keadilan karena menghindari kebijakan yang bersifat
seragam secara mutlak.

Berdasarkan perspektif Siyasah Idariyah, Indonesia Alexandrite dapat
dipahami sebagai model konseptual untuk melakukan transformasi tata kelola
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waktu dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara. Konsep ini
memiliki dasar kemaslahatan karena berupaya mempertemukan kebutuhan
biologis manusia dengan kebutuhan administrasi dan produktivitas nasional.
Prinsip amanah menghendaki negara mengelola waktu operasional secara
bertanggung jawab; prinsip keadilan menuntut pengaturan yang proporsional;
prinsip efektivitas mengarahkan administrasi pada pencapaian hasil yang optimal;
prinsip pencegahan kemudaratan mendorong perlindungan terhadap dampak
negatif sistem kerja yang tidak seimbang; sedangkan hifdz al-'aql dan al-maslahah
al-'‘ammah memberikan orientasi terhadap perlindungan kapasitas manusia dan
kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dengan demikian, transformasi struktur operasional berbasis ritme sirkadian
berpotensi menjadi bagian dari pembaruan tata kelola pemerintahan yang lebih
manusiawi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Indonesia
Alexandrite tidak sekadar menawarkan perubahan jam operasional, melainkan
perubahan paradigma dalam memandang hubungan antara manusia, waktu,
produktivitas, dan negara. Negara tidak lagi hanya menuntut masyarakat untuk
menyesuaikan diri terhadap sistem administrasi yang kaku, tetapi administrasi
negara juga dituntut untuk berkembang berdasarkan karakteristik dan kebutuhan
manusia. Perspektif tersebut menjadikan Siyasah Idariyah relevan sebagai landasan
konseptual dalam membangun tata kelola yang tidak hanya tertib secara
administratif, tetapi juga adil, efektif, dan mampu mewujudkan kemaslahatan
umum.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ritme sirkadian dapat dijadikan salah satu
pertimbangan ilmiah dalam pengembangan konstruksi hukum tata negara yang
lebih responsif terhadap kebutuhan biologis manusia. Struktur operasional negara
tidak semata-mata perlu berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga perlu
mempertimbangkan keseimbangan aktivitas, kesehatan, produktivitas, dan
pemulihan masyarakat. Konsep Indonesia Alexandrite menawarkan model
konseptual melalui pembagian fase spiritual dan pembentukan adab, intelektual
dan vitalitas, produktivitas psikomotorik, serta kedaulatan warga dan keluarga.
Dalam perspektif Siyasah Idariyyah, konstruksi tersebut sejalan dengan prinsip
amanabh, keadilan, efektivitas administrasi, pencegahan kemudaratan, hifdz al-'aql,
dan al-maslahah al-'ammah. Dengan demikian, pengaturan waktu operasional
publik berbasis ritme sirkadian dapat dipertimbangkan sebagai arah pembaruan
tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
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Secara keilmuan, penelitian ini memberikan kontribusi berupa pengembangan
perspektif interdisipliner yang menghubungkan hukum tata negara, kronobiologi,
dan Siyasah Idariyyah dalam merumuskan struktur operasional publik. Kontribusi
tersebut terletak pada penempatan ritme sirkadian sebagai pertimbangan dalam
perumusan kebijakan, sekaligus penggunaan konsep Indonesia Alexandrite sebagai
model konseptual yang mengintegrasikan kebutuhan biologis, produktivitas, dan
kehidupan sosial masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Idariyyah, model ini
memperluas pemahaman mengenai efektivitas administrasi pemerintahan dengan
menempatkan perlindungan manusia dan kemaslahatan umum sebagai bagian dari
orientasi kebijakan. Meskipun demikian, konsep tersebut tidak dimaksudkan
sebagai dasar untuk menyeragamkan jam operasional seluruh sektor, melainkan
sebagai alternatif yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik dan kebutuhan
masing-masing bidang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode hukum
normatif berbasis studi kepustakaan sehingga belum menguji secara empiris
pengaruh penerapan struktur waktu berbasis ritme sirkadian terhadap kesehatan,
produktivitas, efektivitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh
karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris
atau metode campuran untuk menguji kelayakan konsep Indonesia Alexandrite
pada sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik. Pengujian tersebut
perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan biologis, kondisi sosial,
karakteristik pekerjaan, serta efektivitas pelayanan pada setiap sektor. Hasil
penelitian empiris diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi
kebijakan yang terukur, bertahap, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.
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